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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan seluruh hasil tahapan penulisan yang 

tuliskan untuk melindungi anak adalah salah satu hal wajib 

yang dilakukan semua orang agar anak terhindar dari 

permasalahan yang tidak seharusnya ia hadapi. Dengan 

demikian bentuk perlindungan yang wajib kita terapkan 

mencakup segala hal yang dibutuhkan oleh anak dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

a. Bentuk perlindungan anak yang berhadapan dengan 

hukum (ABH) di Indonesia meliputi Perlakuan secara 

manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai 

dengan umurnya, Pemisahan dari orang dewasa, 

Pemberian Bantuan Hukum dan bantuan lainnya secara 

efektif, Pemberlakuan kegiatan rekreasional, 

Pembebasan dan penyiksaan, penghukuman, atau 
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b. perlakuan lain-lain yang kejam, tidak manusiawi serta 

merendahkan martabat dan derajatnya, Penghindaran 

dan penjatuhan pidana mati/pidana seumur hidup, 

Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau 

penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam 

waktu yang singkat, Pemberian keadilan di muka 

pengadilan anak yang objektif, tidak memiha dan 

dalam sidang yang tertutup untuk umum, Penghindaran 

dari publikasi atau identitasnya Pemberian pendamping 

orang ta/wali dan orang yang dipercaya oleh anak, 

Pemberian advokasi sosial, Pemberian kehidupan 

pribadi, Pemberian ksesibilitas, terutama bagi anak 

penyandang disabilitas, Pemberian pendidikan 

Pemberian pelayanan kesehatan, dan Pemberian hak-

hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. Untuk anak korban dan anak saksi tindak 

pidana bentuk perlindungan meliputi upaya rehabilitasi 

medis dan rehabilitasi sosial baik diluar lembaga 

maupun didalam lembaga, jaminan keselamatan fisik, 



113 
 

 
 

mental maupun sosial dan kemudahan dalam 

mendapatkan informasi mengenai perkembangan 

perkara.  

c. Dalam hukum Islam telah di jelaskan dilihat dari 

kemaslahatannya dalam kaitannya dalam hak-hak yang 

melekat pada anak pidana yaitu Hak pemeliharaan 

Agama (H}if}z Al-D>in), Hak Pemeliharaan Jiwa (H}if}z 

Al-Nash), Hak Pemeliharaan Akal Pikiran (H}if}z Al-

„Aql), Hak Pemeliharaan Keturunan (H}if}z An-Nasl) dan 

Hak Pemeliharaan Harta (H}if}z Al-Mal). Dengan 

memenuhi kebutuhan Da>ruriyyat, Ha>jiyyat dan 

Tahsiniyyat bentuk perlindungan hukum Islam tidak 

jauh berbeda dengan hukum positif.  

B. Saran.  

Adapun beberapa saran yang disampaikan sebagai cermin 

agar anak mendapatkan perlindungan hukum yakni berikut:  

a. Dengan disusunnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 Tentang Perlindungan Anak tersebut dapat 
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menerapkan masyarakat Indonesia khususnya orang 

dewasa, lembaga, pemerintah melindungi anak-anak 

agar mendapatkan  hak-hak anak dan perlindungan 

yang sebagaimana mestinya. Khususnya anak yang 

berhadapan dengan hukum (ABH).  

b. Di dalam Hukum Islam orang tua wajib mengajari dan 

membimbing anak menjadi lebih komperensif  agar 

anak tumbuh kembang dengan menjadi lebih baik lagi 

dan menjalankan semua kewajiban mereka sebagai 

anak.  
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